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DEI\IPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DpD) RI
perwakil-an Bali dan Wagub kecewa dengan sikap kabupaten/
kota terkait pembangunan di Pulau Dewata. Hal itu terlihat
dari minimnya partisipasi pemerintah daerah kabupeten/
kota datang saat rembuk bersama atau musyawarah renclna
pembangunan (musrembang) di Bali, kemarin (2319) s

) Baca DPD... Hal31

Rl Perwal<ilan Provinsi Blali

Edisi :f,uqblt:.s&MUp_t
Hal : A-lrrqr ._.-!____=--J

kali diundang rapat dalam hal

rt Masalah sinkronisasi

'idak hanya pemerintah' Tidak hanya pemerintah Provinsi Bali saja yang
harus berjuang juga pemerintah kabupatenlkota,
sebab pemerintah kabupaten kota ini mempunyai ,,

kewajiban juga menyampaikan program pembangu

ini selalu bOrbentur-
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AKRAB: Anggota DPD Rl Cok Batmatli (kiri) dan Wagub Ketut Sudikerta (udeng putih) saat

dinasi sinkronisasi aspirasi daerah di Sanur, kemarin'

ADFIAN

r DPD

Sambungan dari hal2l

Sorotan disamPaikan ketika
menghadiri raPat koordinasi
sinkronisasi asPirasi daerah
dalam rangka konsolidasi ang-

sota DPD RI Provinsi Bali den-

[an pemangku kePentingan di
daerah pemilihan untuk Perce-
patan pembangunan daerah di
Hotel Paradise, Sanur.'

Sudikerta memPertanYakan
komitrnen benama Pemerintah
kabupaten/kota" sebab selama ini'
setiai t af aiundang raPat dalam
hal merencanakan Pembangu-
nan di Baliyang akan diteruskan
ke kabupaten/kota, Pemangku
kepentingan j arang hadir

"sering kali memang sePerti itu'
kadangyang datang adalah Per-
w-ahlan yang tidak memPunYai
wewenang untuk mengambil
kebijal€n. fadi, bagaimarn mau
sinlcon kebiiakan dari Pusat ke
daerah provinsi, mauPun ke ka-

bupaten/kotaj' terangnYa.
Sudikerta menYambut baik

maksud dari DPD RI dalam hal
sinkroniasi antar Pusat dan daer-

ah ini, apalagi jika Pembangunan
di Bali terus diperjuangkan di
pgrngrylatl_q$gryehingga bill

terwujud yang akan digunakan
untuk melavani masYarakat.
"Kami di Provinsi Bali menYam-
butbaikatensi dari anggota DPD
RI ini. Saya rasa ini iuga mer-
upakarr kewajiban beliau untuk
memperjuangkani' ujamYa.

Menurut Sudikenar acaxa-acan
seperti ini seharusnya diikuti
oldh pihak pemangfu kebijakan
di daerah.sehingga ketika ada
sebuah rencana pembangunan
dari pusat ke daerah ada kes-
inambungan dan tidakterjadilagi
kontadikif 'Ayo kit{ sama-sama
menyatukan PersePbt, menyatu-
kan draflangkah untukmengam-

bil kebijal€n Tentu orientasinya
keb$akan itumenyangkutkepada
kepentingan kesejahteraan mas-
yarakat Bali, itu la\yatgperlu
dipahami oleh pemimpin di ka-
bupaten/kota ini. IaHi, jelas alur
kebijakaruryai' tega$ya.

Sementara itu, salah seorang
senator asal Bali Gede Pasek
Suardika mengatakan selama
ini memang di semua daerah
termasuk juga di Bali mengenai
masalahgfnlconisasi kebijakan
berbentdlan dengan progtam
pempangUnan pusat. "Seh-
ingg\ kebijakan pusat tidak
sampgi kq daerah,"gerangnya.

Menurut Pasek, tidak

merinuh kabupaten/kota,

pemerintah Provinsi E

yang harus berjuang, j

pemerintah kabupaten
mempuryaikewajiban jt
yampaikanprogam
nandaripusatunnrk
"Iadi, mari kita bersama
ngun Bali ini. Banyak
pusa! tetapi justru danan
bisa dialirkan ke daerah
tidak ada sinkronisasii'

Sementaraitu,Arya
dalam sarnbutanrrya juga
yorot soal Kota DenPasar
genai masalah pengemb

RS Indra dan RS
BaIi Mandara yang tidak
uarkan izin mendirikan
nan (IMB) khususnya
untuk pengembangan. "It
untuk kepentingan

dananya sudah ada, kok
mengeluarkan izinj' teran

Persoalan ini /ahyang rri
mandeknya pem
di daerah yang khu
langsung bisa menyennrlr

yarakat. "Ini meski d
bersama. DPD RI
tugas dan wewenang u
mendesak daerah
pembangunandidaerahi
kasAryaWedakama.
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